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BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : W\ TAWuUW 2624

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025;

: 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 - 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6516); 1
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Pertisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 690);
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13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan 301 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahgun 2012 Nomor 14) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pfinrang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2041
(Lembran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor
3);

P)eraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2021 Nomor 1)
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Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun

18. 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG PINRANG
TAHUN 2025
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Pinrang.

6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Pinrang.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pinrang.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DRPD dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
Periode 5 (lima) Tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah Dgkumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
DPRD.

13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
,mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. '
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14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar
wilayah, antar usrusan pembangunan, dan antar
tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan
efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan
daerah.

(2) RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk :

a. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan
dalam menetukan prioritas program dan kegiatan
tahun 2025;

b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;

c. sebagai instrument dalam melakukan valuasi
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

dan
d. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan
daerah.
BAB III
PERENCANAAN
Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang untuk
Tahun 2025 yang dimulai dari Bulan Januari 2025
dan berakhir pada bulan Desember 2025.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

a. BABI : PENDAHULUAN;
b. BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BABIIl : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH;

d. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH;

f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH;
g. BAB VIl : PENUTUP.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari satu dokumen yang sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang 2024-2025.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman :

a. Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang dalam
Menyusun Renja PD

b. Penyusunan Kebijakan Umim Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta
Rancangan APBD Tahun 2025

c. Penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 5

(1) Dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun
2025, maka :

a. Pemerintah Daerah menggunakan APBD Tahun
2025 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD
Kabupaten Pinrang; dan

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun
2025 dalam rangka melakukan pembahasan
Rencana Kerja dan Anggaran Masing-masing
Perangkat Daerah dengan DPRD Kabupaten
Pinrang.

(2) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran {Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan
Pilafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada DPRD
untuk dibahas sebagai landasan Penyusunan
Rancangan APBD.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan
dan Tahunan atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
Kegiatan dan indicator Konerja masing-masing
program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Kepala Badan, Inspektur
Kabupaten Pinrang, Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang dan Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi Analisi dan Evaluasi Usulan
Anggaran Tahun berikutnya yang diajukan oleh
Perangkat Daerah. T
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal S Juh 2024

Diundangkan di Pinrang
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